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. I . 
b, bahwa berdasa~n Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan 

Nomor 03 Tahu12011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
Daerah Kabupat n Nias Selatan perlu dlsesuaikan tugas pokok dan 
fungsinya; · 

I . 
I 

c. bahwa berdasa~kan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a clan -h ruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nlas 
Selatan . tentan Urai~n Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja 
Perangkat Daelrh di Ungkungan Kecamatan Kabupaten Nias 
Selatan. 

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 pengganti . Undang-Undang . 
Nomor . 08 Ta~un 1974 tentang ~okok-pokok Kepegawaian ( 

·. Lembaran Nega~ Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor ~69, 
Tambahan Lemb~~n Negara Republik Indonesia Nomor 3890); : 

2. Undang-Undang I Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negfra · Republik Indonensla Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lem~ran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); · 

3. Undan~Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang PerQendaharaan 
Negara (Lemba o Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
OS, Tambahan jbaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4355); 

I 
I 
i 
' ' I 

Mengingat 

PERATURAJ BUPATI NIAS SELATAN 
I : . 

NOM(1R I Z. TAHUN 2011 
I 
I TENTANG 
I . 

URAIAN TUGAS POKOK DAN F~t,,GSI SATUAN KERlA PERANGKAT DAERAH 
DI UNGKUNGAN KECAr-1ATAN KABUPATEN NIAS SELATAN ·· 

I 

DENGAN RAH~~T TUHAN YANG MAHA ESA 
I 

. BUPAr NIAS SELATAN, 

Menlmbang a. bahwa · Perangl{at Daerah adalah Orqanlsasl atau Lembaga 
Pemerintah Dae h yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah 
dalam rangka nyeleng_garaan Pemerintahan yang terdiri . darl 
~kretarlat Dae h, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga 
Teknis Daerah, ecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan 
Daerah; 

BUPATI NIAS SELATAN . l . 

r -- 

r 

~-- 
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4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Pe1ndang"."undangan (Lembaran Negara Republik 

· Indonesia. Tahu~ 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indon~la Nomor 4389); . 

5. Undang-Undang I Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lemba~n Negara. Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan ~embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) · 
sebagaimana telf h di.ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang 
Undang Nomor I i2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas 
Undang-Undang I Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lemba1n Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor . 
59, Tambahan L~mbaran Negara Republik Indonesia ·Nomor 4844); 

6. Undang-Undang j Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antaljcl Pemerintah Pusat dan Pemenntah Daeirah · 
(Lembaran Neg~r~ Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lemb~r:an Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Peraturan Pemepntah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan 
Fungsional Peg.wai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indon~ia Tahu1 . 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republlk Indone,1a Nomor 3547); . 

8. Peraturan Peme~J:ltah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pemblnaan dan Piengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran N~~ra Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, 
Tambahan Lem°tran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); · 

9. Peraturan · Peme;tah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian . 
Urusan Pemerin : han · Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan P merintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran 
Negara Republi~ • Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negar, ~epublik Indonesia Nomor 4737); 

10. Peraturcin Peme~ntah Nomor · 41 Tahun 2007 tentang Organi$asi 
Perangkat Daerc,h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, jrambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); I . I . . . 

11. Keputusan Men · r.i Oalam Negeri Nomor 131.12-204 Tahuli 2011 
tentang Penge han Pemberhentian Bupati Nias Selatan clan 
Pengesahan Pen angkatan Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera 
Utara; 

12. Keputusan Ment ri Dalam Negeri Nomor 132.12-205 Tahun 2011 
tentang Pengesa an Pemberhentian Wakil Bopati Nias Selatan dan 

· Pengesahan Pelill gangkatan Wakll Bupati Nias Selatan Provinsi 
· Sumatera Utara; · 

I 
I 

I 

I 

I 
! 
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13. Peraturan Daera~ Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2011 
tentang Anggara~ Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias 
Selatan Tahun A~ggaran· 2011; 

14. Peraturan Daera~ Kabupaten Nias Selatan Nomor 03 Tahun 2011 
tentang Organi~~i dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah 

. Kabupaten Nias Selatan; 
15. Peraturan Bupa~ : Nias Selatan · Nomor 05 Tahun 2010 tentang 

I 

Pedoman Tata ~askah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Nias Selatan; 

1 

16. Peraturan Bupa~ Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2011 tentang 
Penjabaran Ang,aran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Nias Selatan Tahpn Anggaran 2011. 

I 
I 

MEhUTUSKAN: ., 
I 

Menetapkan : PERATURAN BUPA~ NIAS SELATAN- TENTANG URAIAN TUGAS 
. POKOK DAN . FUNG~~ SATUAN . KERJA. PERANGKAT DAERAH DI 
UNGKUNGAN KE~MATAN KABUPATEN NIAS SELATAN · 

i . 

I BABI 
~ENTUAN UMUM 

: Pasal 1 
' 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dima~ud dengan : 
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerirtah Kabupaten Nias Selatan. · : 
2. Bupati adalah Bupati Nlas Selatan.1 . · · 
3. Kecamatan sebagai wilayah kerja Cemat sebagai perangkat daerah adalah Kecamatan . 

di Kabupaten Nias Selatan. I . . 
4. camat adalah camat di Kabupatery Nias Selatan. 
e, Satuan Organisasl adalah Se~tariat, Seksi, Subbagian dan Kelompok Jabatan 

Fungsional pada Kecamatan. I · 
e, Kepala Satuan Organlsasl adalah k:epala satuan organlsasl pada Kecamatan. 

I·. 
I 
I . . I 
I. BABII 

KEDUDUKAN, TUGAS, Fil NGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI 

, Pasal2 · 
I 

(1) Kecamatan merupakan wilayah k~rja camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin 
oleh camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. I 

(2) Kecamatan . mempunyai tugas . ~elaksanakan kewenangan pemerintahan yang 
dilimpahkan oleh Blipati untuk +enangani sebagian urusan otonomi daerah den 
menyelenggarakan tugas umui'n petnerintahan. . . . 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas Kf_,tamatan mempunyai fungsi: 
a. mengkoorcHnasikan kegiatan pef berdayaan masyarakat; 

I 
i 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

./' 
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I 
I 
i 
I 

. I 

b. mengkoordinasikan upaya peny~lenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; i .· 
c. mengkoordinasikali penerapan ~<1n penegakan Peraturan Perundang-undangan; 
d. mengkoordinasikan pemelihara~r, prasarana dan fasilitas umum; . 
e. meng~oordinasikan penyele~gg~~a~ kegia~n Peme~ntah~n di tingkat Kecamatan; · 
f. membina penyelenggaraan Penienntahan Oesa dan atau Kelurahan; · 
g. melaksanakan pelayaDan ma~arakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan 

atau yang belum dilaksanakan ~merintahan desa atau kelurahan; . 
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati. · · 

I 

i 
i Pasal 3 

{1) susunan er-garusasi Keeamatan ter~Hri Clan·~ 
a. camat; i 
b. sekretariat terdiri dari: ! 

1. subbagian Umum. i. 
2. subbagian Program. i 
3. subbagian Keuangan. · I 

. I c. seksi Pemerintahan; J 
d. ~~! PP~m1 _ ~~~yua~~ ~asyara1t Desa; 
e, sel\.)1 e ayanan mum; 

1 f. seksi Ketentraman dan Keterti~an; 
g. seksi Kesejahteraan Sosial; I 
h. kelompok labatan Fungsional. ! 

I 

{2) Sekretariat dlpimpin oleh sekretanjis yang berada di bawah dan bertanggung jawab · 
kepada camat. · · 

{3) Setiap seksi dipimpin ol_eh kepal~ · yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada _camat melalui Sekretaris. 1 . 

( 4) Setiap subbagian. dipimpin oleh ker' ala yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Sekretaris. · , · 

{S) Kelompok jabatan fungsional ~alar,. melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga 
fungsional yang ditunjuk dan beraqa di bawah serta bertanggung jawab kepada camat 
melalui Sekretaris. 1 · . · I . 

I. BAB III 
URAIAN l"'GAS DAN FUNGSI r~~tu 

I . 

i Pasal4 . 
Sekretaris mempunyai tugas menyel~nggarakan urusan umum, kepegawaian, program, 
keua~gan_, perencanaan, evaluasi, . drrn mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan 
organisas1. , . . I 

I 

I Pasal5 
Sekretaris dalam melaksanakan tugas tinempunyai fungsi: 
a. menyusun rencana kerja Sekretariat; · · 
b. merumuskan kebijakan teknls kese!fretariatan; 

I 
I 
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i Pasal 9 : 
Subbagian program dalam melaksana~n tugas mempunyal fungsi: 
a. menghimpun dan menyusun prog~~ dan rencana kerja kecamatan; 
b. menyiapkan bahan perumusan keq~jakan teknis urusan program; 
c. melakukan pemantauan, evaluasi <!tan penilaian atas rencana kerja tahunan, kebijakan 

dan program di kecamatan; __ J. 
d. menghimpun dan .menyusun Kt::>,~ dan LAKIP Kecamatan; 
e. melakukan koordlnasi dalam pro~ perencanaen, - pelaksanaan, monitoring, evaluasl 

dan pelaporan subbagian program,. 
f. melaksanakan tugas-tugas lain ya1g diberikan oleh Sekretaris Kecamatan. 

I 
I ·i -Pasal 10 

Subbagian Keuangan mempunyai J tugas menyelenggarakan urusan k~uangan, 
perencanaan, dan evaluasi. · ! 

I 

· J. Pasal 11 
. I . 

Subbagian Keuangan dalam melaksan~k~n tugas mempunyai fungsi : . . 
a. menyiapkan bahan perumusan ke~ijakan teknls urusan · keuangan, perencanaan, den 

evaluasi; : 
b. melaksanakan anggaran, perben~c1haraan, pembukuan, dan penyusunan laporan 

keuangan; i 
I 
l 
! . 
I. 
' I 

·~ 

i 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
c. menyelenggarakan urusan umum; I 
d. menyelenggarakan urusan prograr,; 
e. menyelenggarakan urusan kepega',"'aian; _ 

'"'!'"( ---f. menyelenggarakan urusan keuang~n; _ _ _ 
g. menyelenggarakan urusan perencanaen dan evaluasi; 
h. mengkoordinasikan penyelenggara~a tugas satuan organisasi; 
i. mengevaluasi dan penyusunan lap(j)ran pelaksanaan rencana kerja Sekretariat; 
j. melaksanakan tugas-tugas lain yan~: diberikan oleh camat . 

! 
i 

i · Pasal 6 
I 

Subbagian Umum mempunyai tugas rnenyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian. 
I 
I : Pasal 7 

sueba§ian umum tJalam melaksanaka~ togas mempunyai runf:ISi: 
a. menyiapkan bahan perumusan keb;jakan teknis urusan umum; · 
b. menyelenggarakan urusan surat-rnenyurat, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, 

informasi, perlengkapan, dan ruma~ :tangga; 
c. menyusun bahan rencana kebutuh~n pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, 

hak dan kewajiban pegawai; pembiraan pegawai serta tata usaha kepegawaian; 
d. mengevaluasi dan menyusun lapo'fn pelaksanaan rencana kerja Subbagian Umum; _ 
e. melaksanakan tugas-tugas lain yanp .dlberikan oleh Sekretaris Kecamatari. · .· 

I 

I ; Pasal 8 I . I . I - 
Subbagian Program mempunyai tugas yang berhubungaan dengan penyusunan rencana 
program, monitoring dan evaluasi pela~naan program dan kegiatan. 

I 
' ' 
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! : 
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c. mengkoordinasikan penyusuna_n rer,~na kerja; . 
d. menyelenggarakan evaluasi dan ~c\lporan; 
e. mengevaluasi dan menyusun la~1-n pelaksanaan rencana kerja Subbagian Keuangan; 

~, ,- t. melaksaliakan b.Jgas-tugas lain yan1g: diberikan oleh Sekretaris Kecamatan. 
I 
I . . 

Bagian Kedua 
tca•i: Pemerintahan . i 

I 
i Pasal 12 
I 

Kasi Pemerintahan mempunyai tugas ~enyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang 
dilimpahkan dan melaksanakan · ~rigoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan 
pemerintahan. ! 

i I Pasal 13 
I 

Kasi Pemerintahan daiam meiaksana~n b.Jgas mempunyai fungsi : 
a. merumuskan rencana kerja Seksi ~merintahan; 

-- b. merumuskan kebijakan teknis·pem~rintahan; 
c. mengkoordinasikan kegiatan pemepntahan di tingkat kecamatan; 
d. membina pemerlntahan desa; 1 

e. menyelenggarakan dan mengkoo~inasikan pelayanan pertanahan; 
f. membina kelembaga~n lembaga kemasyarakatan desa; 
g. menye!enggara!<an fasilitasi pelaya~an ~jak b.uml dan b~~gunan; .. _ 
h. ~nyelenggarakan sebagian uru5rri · otonoml daerah di bldang pemerfntahan yang 

ddimpahkan; , · 
I. mengevaluasi dan menyusun lapo'"'n pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemerintahan; 
J. melaksanakan b.Jgas-tugas lain yang:diberikan oleh Sekretaris Kecamatan. 

' I 
i . 
I • 

"'g1an Ketiga 
Kasi Pembe~ayaan Masyarakat Desa 

I 
I 

· I Pasal 14 
i 
I 

I 
Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa J mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan 
pemertntahan yang dltimpahkan ~an melaksanakan koor(linasi, pembinaan, dan · 
pengembangan perekonomian dan perpbangunan Desa. , 

I I ·Pasal 15 

Kasi Pemberdayaan. Masyarakat Desa*:lam melaksanakan b.Jgas mempunyai fungsi: 
a. menyusun rencana kerja Seksi Pe berdayaan Masyarakat Desa; · 
b. merumuskan kebijakan teknis Pem . rdayaan Masyarakat Desa; 
c. mengkoordinasikan dan memfasili~~I pengembangan ekonomi masyarakat; . 
d. mengkoordinaslkan dan membina ! pengelolaan lirigkungan hidup dan sumber · daya 

aiam; · 1 : 

e. mengkoordinasikan dan me~y*lenggarakan perencanaan dan pengendalian 
pembangunan; . i . . · 

f. mengkoordinasikan pemeliharaan p~sarana dan fasilitas pelayanan umum; 
. g. menyelenggarakan fasilltas pelayan~n ~nb.Jan perekonomian dan pembangunan; · 

i 
I 
I 

i 



I 
' ! 

j 
I 
I 

I 
h, menyelenggarakan urusan otonomj daerah di bidang perekonomian dan pembangunan 

yang dilimpahkan; i . . 
i. mengevaluasi dan menyusun laporian pelaksanaan rencana kerja Seks1 Pemberdayaan 

y' ,,--: Masyarakat Desa; ! 
j. melaksanakan tugas-tugas lain yanp. dlberikan oleh Sekretaris Kecamatan. 

I 

' I 

~gian Keempat 
Kasi relayanan Umum 

' I i Pasal 16 
[ 

Kasi Pelayanan Umum mempunyai ~~~s menyelenggarakan kewenangan pemerlntahan 
yang dilimpahkan dan melaksanakan lfE!nyelenggaraan pelayanan umum. 

! Pasal 17 . . I . 
Kasi Pelayana. n Um .. um dalam melaksa~na .. kan tugas mempunyai fungsi: · 
a. menyusun rencana kerja Seksi Pel · nan Umum; . 
b, merumuskan kebijakan teknis pela nan umum; , . 
c. menyelenggarakan dan merilbina layanan umum; · · 
d. menyefenggarakan pelayanan ma,arakat yang menjadi ruang lfngkup tugasnya dan 

atau yang belum dapat dilaksana~n pemerintahan desa; 
e. menyelenggarakan urusan. otonqml daerah di bidang pelayanan um um yang 

dilimpahkan evaluasi dan menyµ;;un laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi 
Pelayanan Umum; · 1 · 

f. melaksanakan tugas-tugas lain yan~· dlberil<an oleh Sekretarls Kecamatan. 
I 

· · . laagian Kelima · 
Kasi Ketentraman dan Ketertiban 

I 
I 
j Pasal 18 
I 

Kasi Ketentraman dan Ketertiban m~i:npunyai · tugas menyelenggarakan kewenangan · 
pemerlntahan yang dilimpahkan · dan · melaksanakan koordinasi dan pembinaan 
penyelenggaraan ketentraman clan k~rtiban. · 

I i _Pasal 19 
I . . I 

Kasi Ketentraman dan Ketertiban dalam:melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 
a. menyusun rencana kerja Seksi Ket~ntraman dan Ketertiban; 
b. merumuskan kebijakan teknis kete,traman dan ketertiban; 
c. mengkoordinasikan dan membina ,cetentraman dan ketertiban; 
d. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan · penegakan peraturan perundang- 

undangan; ' · ! . 
e. mengkoord~nasikan dan memblna ~e5':ltuan bangsa; 
f. mengkoordinaslkan dan memblna ~rhndungan masyarakat; 
g. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan penanggulangan dan penanganan 

bencana; 1 . 
h. menyelenggarakan urusan otonom, daerah di bidang ketentraman dan ketertiban yang 

dlllmpahkan; . . ! 
! 

I 
I 

·..;: 
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B~gian Keenam 
Kasi K,seiahteraan Sosial 

j Pasal 20 
I 

Kasi · Kesejahteraan . Sosial mem~1.:1nyai tugas menyelenggarakan kewenangan 
pemerintahan yang dilimpahkan dlan melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan 
pengembangan kesejahteraan sosial r11asyarakat. 

' I , . 

I Pasal 21 
I 

. Kasi Kesejahteraan Sosial dalam mela~nakan tugas mempunyai fungsi: 
a. menyusun rencana kerja Seksi Kesejahteraan Sosial; 
b. merumuskan kebijakan teknis kesejahteraan masyarakat; 
c. mengkoordinaisikan pengembangan :pendidikan non formal dan informal; 
d. mengkoorclinasikan dan membina · ~·ni dan budaya; 
e. mengkoordlnasikan dan membina ~esehatan dan keluarga berencana; 
f. mengkoordinasikan dan membina ¥mberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 
g. mengkoorcl!nasikan pelayanan sosi,1· dan keagamaan; 
h. mengkoordmasikan penanggulang~n kemiskinan; 
I. mengkoordinasikan perluasan ~lpatan kerja dan pelatihan tenaga kerja; 
j. mengkoordinasl dan membina ke mudaan dan keolahragaan; · 
k. menyelenggarakan fasilitas pelaya an bantuan sosial; 
I. ~~nyelenggarakan urusen otono~i dae.rah di bidang kesejahteraan masyarakat yang· 

dilimpahkan; · · : . · 
m. mengevaluasi dan menyusun laporn pelaksanaan rencana kerja Seksi Kesejahteraan 

Sosial; , . 
n. melaksanakan tugas-tllgas lain yanp diberikan oleh Sekretaris Kecamatan. · 

. I 

.. gian Ketujuh 
Kelom.,.»k labatan Fungsional 

I . 
l Pasal 22 I . 

(1) Kelompok labatan· · Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian · tugas 
Kecamatan sesuai dengan keahlia~. 

(2) Jenis dan Jumlah jabatan fungslon~I sesuai dengan kebutuhan. 
I 
I 
i 
i. BABIV 
1fATAKERlA 

I 

I 
: Pasal 23 
I 

(1) Kecamatan dalam melaksanakan t~gas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, 
slnkronisasl, dan simpllfikasi den~an instansi yang secara fungsional mempunyai 
hubungan kerja. : 

I 
I 

i. mengevaluasi dan menyusun laptjran pelaksanaan rencana kerja Seksi Ketentraman 
dan Ketertiban; : 

j. melaksanakan tugas-tugas lain yan~ diberikan oleh Sekretaris Kecamatan. 
~-;~ 

I 
i 
I 

i . I 
I 
I 
' 
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' ! Pasal 28 
' ' 

(1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala satuan 
organisasi atau stat bawahannya. i · · 

(2) Setiap. bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya 
mengenai pelaksanaan tugas dan tµngsi satuan organisasi masing-masing. 

. I 

i Pasal29 
I 
' 

(1) setiap kepala satuan organ1sas1 i wajib menglkUti dan mematuhl petunjuk setta 
bertanggung jawab kepada atasan! masing-masing dan menyampaikan laporan berkala- 
tepat pada waktunya. . ! · 

(2) Setiap laporan dart bawahan yan~ diterima oleh kepala satuan organisasi diolah dan 
dipergunakan sebagai bahan lapo~n kepada atasan serta untuk memberikan petunjuk 
kepada bawahan. 

(3) Setiap laporan yang disampaikan ~pada atasan, untuk tembusan laporan disampaikan 
kepada satuan organisasi lain yangl secara fungsional mempunyai hubungan kerja. 

I .- ' 

I 

j Pasal 26 
(1) sekretans mengkeGrdiAasikaA ~1a)<sanaan togas seuap satuan or-ganisasi. 
(2) Sekretaris dafam ._mengkoordinas~kan pefaksanaan tugas setiap satuan organisasi 

berdasarkan arahan Ca mat, dan wf jib menyampaikan laporan secara berkala. 
: 
i Pasal 27 

. ' (1) setiaf) kepata satuan erganiSSfi· bemigas memimpin, mengeerdinasikan, ctan 
memberikan bimbingan serta petu~jµk bagi pelaksanaan tugas bawahannya; · 

(2) Setiap kepala satuan organi~si w,jib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya _ dan 
mengambil· langkah yang diperlu~n sesuai dengali peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. · 

-, 
? 

' ' I 
I 

(2) Setiap kepala satuan organisasi d~lam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip 
koordinasi, integrasi, sinkronisasi,! dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing 
maupun antar SKPD. ! 

--f'-· i 
I 
I 
j 
: Pasal24 
I 
i . (1) camat dalam metakSanakan tugas1berdasarkan kebljakan yang dltetapkan Bupatt. 

(2) Camat menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala 
melalui Sekretaris Daerah. i · 

i 

: Pasal 25 
! 

(1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan . I 
yang ditetapkan camat. i 

Ci) SE!ti~P k@~!~ ~w~n grg~ni~~l ~~ ~d~n.iin9 m~n~mP.~ik~m !~P<1~n P~,~~n~~m 
tugas kepada Camat secara berkal~ melalui Sekretaris. 



Ditetapkan di Teluk Dalam 
pada tanggal 9 Mei 2011 

BUPATI NIAS SEI.ATAN, 

' ' . 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai ~rlaku, Peraturan Bupati Nias Selatan yang setlngkat 
tentang Uraian Tugas Pokok dan Fung~i Kecamatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

. I 
I . 

I Pasal 32 
; 
I 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
I 

' 
Agar setiap orang mengetahuinya, m~merintahkan pengundangan Peraturan Bupati Nias 
Selatan ini dengan penempatannya da,am Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan. 

I 
! 

I Pasal 31 
' 

I BAB.VI i . 

KETE~TUAN PENUTUP 
l 

I 
I 

I Pasal30 I. 
Susunan kepegawaian, jenjang kepan,katan, dan jabatan di lingkungan Kecamatan .diatur 

· sesuai dengan · peraturan perundang-Ufldangan yang berlaku. 
I 
I 

' 

BABY 
I 

K~PEGAWAIAN 


